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ABSTRAK

Penelitian ini memiliki dua tujuan: (1) Mendeskripsikan bentuk tuturan yang
mengandung daya pragmatik dalam pernyataan pejabat KPK vs Polri, (2)
Mendeskripsikan efek psikologis dari tuturan yang mengandung daya pragmatik
dalam pernyataan pejabat KPK vs Polri. Jenis penelitian ini termasuk penelitian
kualitatif yang bersifat deskriptif. Subjek dari penelitian ini yaitu pernyataan pejabat
KPK vs Polri. Obyek penelitian adalah tuturan yang mengandung daya pragmatik
dan efek psikologis dari tuturan yang mengandung daya pragmatik pernyataan
pejabat KPK vs Polri. Data yang dikumpulkan untuk penelitian ini adalah tuturan
pragmatik pejabat KPK vs Polri. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam
penelitian adalah teknik simak bebas libat cakap, rekam, catat, dan kepustakaan.
Hasil penelitian ini adalah: Daya pragmatik di balik pernyataan pejabat KPK vs
Polri direalisasikan melalui tindak tutur representatif, direktif, dan komisif. (1) Daya
pragmatik dalam pernyataan pejabat KPK vs Polri terdiri dari 8 jenis, daya
pragmatik dalam pernyataan pejabat KPK: (a) menegaskan, (b) menuntut, (c)
membela, (d) memengaruhi, () menyindir, (f) mengkritik, (g) mengancam, dan (i)
menantang. Sedangkan, daya pragmatik dalam pernyataan pejabat Polri: (a)
menegaskan, (b) membela, (c) memengaruhi, dan (d) mengancam. (2) Efek
psikologis yang timbul dari pernyataan pejabat KPK vs Polri yang mengandung
daya pragmatik terdapat 4 jenis, efek psikologis yang timbul akibat pernyataan
pejabat KPK: (a) melawan, (b) terpengaruh, dan (c) introspeksi diri. Sedangkan,
efek psikologis yang timbul dari pernyataan pejabat Polri: (a) melawan, (b) amarah,
dan (c) terpengaruh.

Kata kunci : daya pragmatik, efek psikologis, tindak tutur.



Pendahuluan

Bahasa merupakan suatu aktivitas yang tidak dapat dipisahkan atau dihindari
dari kehidupan manusia. Rahayu (2007:5), berbahasa berati berkomunikasi dengan
menggunakan media bahasa. Bahasa harus dipahami oleh semua pihak dalam suatu
komunitas. Komunikasi merupakan penggerak kehidupan. Jadi, tidak mungkin dapat
dihilangkan karena manusia merupakan makhluk sosial yang selalu membutuhkan
interaksi/hubungan dengan manusia lain.

Dalam fungsinya sebagai alat komunikasi, bahasa digunakan sebagai
penyampai gagasan pembicaraan yang mempunyai berbagai ragam atau variasi
bergantung pada konteks komunikasi yang terjadi (Widada dan Prayogi, 2010:271).
Masyarakat pengguna bahasa dalam konteks tertentu pada umumnya memilih dan
menggunakan kaidah-kaidah tuturan yang sesuai dengan peraturan. Apabila dalam
menggunakan tuturan tidak sesuai dengan norma sosial dan budaya maka pengguna
bahasa tersebut akan dianggap tidak sopan, sombong, angkuh, dan sebagainya. Oleh
karena itu, penggunaan bahasa sangat penting untuk dipelajari, karena dalam bahasa
yang digunakan oleh seseorang menyangkut tingkat sosialnya.

Dalam komunikasi antar manusia sehari-hari, kita berkenalan dengan istilah-
istilah, seperti bahasa lisan, bahasa tulisan, bahasa isyarat, dan bahasa jarak.
Semuanya itu merupakan gambaran tentang aspek “pragmatis” dari penggunaan
bahasa (Liliweri, 2002:5-6). Dalam penggunaan bahasa biasanya digunakan untuk
komunikasi atau percakapan saat rapat, perdebatan, dan diskusi. Misalkan berita
yang sedang populer akhir-akhir ini yaitu tentang kasus KPK Vs Polri, dimana dalam
percakapan para pejabat didalamnya tidak luput dari adanya penggunaan tuturan
pragmatik.

Pragmatik adalah studi kebahasaan yang terikat konteks. Konteks memiliki
peranan kuat untuk menentukan maksud penutur dengan lawan tutur dalam
berinteraksi. Leech (dalam Rohmadi 2010:2-3) mengungkapkan bahwa pragmatik
mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam komunikasi dan menyelidiki makna
sebagai konteks, bukan sebagai sesuatu yang abstrak. Makna pragmatik tuturan di
dalam pertuturan yang sesungguhnya tidak selalu didapatkan dari tuturan yang

sungguh-sungguh dituturkan oleh si penutur. Banyak didapatkan bahwa makna



pragmatik sebuah tuturan harus didapatkan dengan mempelajari informasi
indeksalnya. Dengan perkataan lain, makna yang tersurat pada sebuah tuturan
tidaklah selalu sama dengan makna yang tersirat dalam pertuturan itu. Makna yang
tersirat itu dapat diperoleh dengan mencermati konteks yang menyertai munculnya
tuturan (Rahardi, 2008:3).

Yuliana, dkk (2013:5) mengungkapkan daya pragmatik merupakan kekuatan
pesan atau makna tersirat yang terkandung dibalik ujaran, yang mampu
menggerakkan mitra tuturnya untuk melakukan apa yang dimaksudkan penutur
dibalik ujaran yang dituturkannya. Perbedaan antara makna (sense) (makna yang
ditentukan secara semantis) sedangkan daya (force) (makna yang ditentukan secara
semantis dan pragmatis). lkatan yang ada antara makna dan daya juga perlu disadari.
Daya mencakup makna dan secara semantis, daya sekaligus juga dapat diturunkan
dari makna.

Penelitian Yuliana dkk. (2013) dalam jurnalnya yang berjudul “Daya
Pragmatik Tindak Tutur Guru dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Siswa
Sekolah Menengah Pertama”, jika diperhatika penelitian Yuliana dkk. memiliki
persamaan dengan penelitian ini, yakni sama-sama meneliti tentang daya pragmatik,
namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Yuliana dkk. yakni
terdapat pada data, penelitian yang dilakukan oleh Yuliana dkk. data yang digunakan
adalah tuturan guru bahasa Indonesia di kelas VIII F SMP Negeri 2 Kebakkramat
Kabupaten Karanganyar, sedangkan data peneliti adalah tuturan pernyataan pejabat
KPK Vs Polri.

Penelitian Rahmawati (2010) dengan skripsi yang berjudul “Implikatur
Percakapan dan Daya Pragmatik pada Iklan Produk Kosmetik di Televisi”, jika
dibandingkan penelitian Rahmawati dengan penelitian ini perbedaannya terdapat
pada data, penelitian Rahmawati data yang digunakan adalah iklan kosmetik di
televisi, sedangkan data yang digunakan peneliti adalah pernyataan pejabat KPK Vs
Polri, perbedaan lainnya terdapat pada rumusan masalah, dalam penelitian
Rahmawati selain menemukan daya pragmatik juga menemukan implikatur
percakapan pada iklan kosmetik di televisi. Persaman penelitian adalah sama-sama

mengkaji tentang daya pragmatik.



Berdasarkan  pemaparan  diatas, penelitian ini  bertujuan  untuk
mendeskripsikan bentuk tuturan yang mengandung daya pragmatik dalam pernyataan
pejabat KPK Vs Polri, dan mendeskripsikan efek psikologis yang timbul dari
pernyataaan pejabat KPK Vs Polri.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan ini berupa penelitian kualitatif.
Moleong dalam Herdiansyah (2010:9) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah
penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami
oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain
sebagainya. Tempat penelitian ini adalah di desa Mendungan, Pabelan, Kartasura dan
di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Waktu pelaksanaan penelitian ini mulai
bulan Mei 2015.

Subjek penelitian ini berupa pernyataan pejabat KPK vs Polri. Sedangkan,
objek dalam penelitian ini berupa bentuk tuturan yang mengandung daya pragmatik
dalam pernyataan pejabat KPK vs Polri dan efek psikologis yang timbul akibat
pernyataan pejabat KPK vs Polri yang mengandung daya pragmatik. Data dalam
penelitian ini adalah tuturan pragmatik dalam pernyataan pejabat KPK vs Polri.
Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari hasil rekaman tayangan berita
tentang kasus KPK vs Polri dari internet yang diunggah di youtube kemudian
ditranskripsi, serta dari koran yang memuat berita kasus KPK vs Polri. Teknik
pengumpulan data dilakukan dengan teknik simak, rekam, catat, dan kepustakaan.

Hasil dan Pembahasan
A. Bentuk Tuturan yang Mengandung Daya Pragmatik dalam Pernyataan
Pejabat KPK Vs Polri

Daya pragmatik merupakan kekuatan pesan atau makna tersirat yang
terkandung dibalik ujaran, yang mampu menggerakkan mitra tuturnya untuk
melakukan apa yang dimaksudkan penutur dibalik ujaran yang dituturkanya.



Berikut contoh tuturan yang mengandung daya pragmatik dalam pernyataan

pejabat KPK Vs Polri:

a. Menegaskan

(2)
Sumber
Penutur
Jabatan
Eksplikatur

Konteks

: DT-02

: SP, 12/01/15

: Bambang Widjojanto

: Wakil Ketua KPK

: “KPK akan tetap konsisten menjalankan tugas
dan fungsi utamanya, dan seperti sudah
dikemukakan pada  pernyataan KPK
sebelumnya, ada beberapa kasus yang sedang
ditangani yang menyangkut indikasi rekening
yang tidak wajar dan atau juga indikasi
gratifikasi”.

: KPK yang tidak dilibatkan sama sekali oleh
Presiden Joko Widodo dalam pengajuan nama
calon Kapolri Budi Gunawan (Selanjutnya
disingkat BG). Padahal pada era Presiden SBY,
KPK dimintakan pendapat dalam menelisik
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara
Negara (LHKPN).

Dilihat dari konteks di balik tuturan, penutur (BW) bermaksud

memberi penegasan kepada Presiden Joko Widodo dengan pernyataan

“KPK akan tetap konsisten menjalankan tugas dan fungsi

utamanya...”’, dari tuturan tersebut BW menyatakan tindakan Presiden

memilih Kapolri tanpa melibatkan KPK merukapan suatu kesalahan

dan KPK akan tetap menjalankan tugas seperti ketentuan yang

berlaku.

b. Menuntut

(8)

Sumber
Penutur
Jabatan
Eksplikatur

: DT-40

: https://www.youtube.com/05/04/15/jam20:30
: Erry Riana H.

: Mantan Komisioner KPK

: “Oleh karena itu, saya menghimbau kepada
pimpinan Polri untuk segera menuntaskan
masalah ini, jangan memperpanjang”.


https://www.youtube.com/05/04/15/jam

C.

Konteks

Saat pimpinan KPK dan para aktivis
pendukung KPK mengadakan konferensi pers
yang berisi memprotes penangkapan BW yang
dirasa tidak mengedepankan etika dalam
penegakan hukum. Penangkapan BW dilakukan
saat BW mengantar anaknya ke sekolah, BW
dibawa ke kantor Polisi dengan tangan
diborgol, hal itu mengundang protes dari
pendukung KPK.

Dari konteks di balik tuturan Pn bermaksud menuntut agar

Kapolri memberi penjelasan dan melakukan tindakan yang tepat

mengenai penangkapan BW oleh anggota Polri yang dirasa tidak

mengedepankan etika dengan kalimat menyarankan, dapat dilihat pada

kalimat jangan memperpanjang.

Membela

(42)

:DT-44

Sumber Berita : http://www.youtube.com/05/04/15/jam20:30

Penutur
Jabatan
Eksplikatur

Konteks

: Komjen Pol. Badrodin Haiti

: Wakapolri

: “Kita punya peraturan Kabareskrim nomer 3
tahun 2014, disitu dijelaskan tentang SOP di
dalam rangka penyidikan tindak pidana, disitu
jelas didalam penangkapan seorang tersangka
itu didalam membawa dari lokasi penangkapan
sampai kantor Polisi harus diborgol, harus
diborgol!”

: Pernyataan Polri saat mendengar kabar bahwa
para pendukung KPK memprotes tindakan
penangkapan BW yang dilakukan Polri yang
dirasa tidak mengedepankan etika dalam
penegakan hukum.

Pernyataan (42) mengandung daya prakmatik membela, daya

pragmatik direalisasikan menggunakan tindak tutur representatif

menyatakan. Dilihat dari konteks di balik tuturan, Komjen Pol.

Badrodin Haiti membela tindakan penengkapan BW yang di lakukan

oleh Polri, dengan menyatakan bahwa di dalam peraturan kabareskrim

nomer 3 tahun 2014 sudah dijelaskan tentang SOP dalam penyidikan.


http://www.youtube.com/05/04/15/jam

e.

Tujuan penutur dengan tuturanya adalah untuk membela Polri dari
protes yang dilakukan pendukung KPK dan memberi efek agar pihak

yang memprotes tindakan Polri mengoreksi tuntutanya.

Memengaruhi

(11) :DT-12

Sumber Berita : SP, 16/01/15
Penutur : Abraham Samad
Jabatan . Ketua KPK

Eksplikatur  : “Insya Allah KPK tetap berjalan pada rule-nya
kami on the track, dan apa yang kami
lakukan terhadap kasus ini semata-mata
penegakan hukum, bukan karena
pertimbangan kepentingan politik atau
kepentingan sesaat”

Konteks . Polri menganggap KPK tergesa-gesa dalam
penanganan kasus BG, seolah-olah ada
kepentingan diluar penegakan hukum.

Dilihat dari konteks yang melatarbelakangi tuturan, penutur

bermaksud memengaruhi masyarakat bahwa apa yang di lakukan KPK
dalam menangani kasus BG semata-mata untuk kepentingan hukum,
kalimat pernyataan yang sangat kuat daya pengaruhnya adalah tuturan
“...apa yang kami lakukan terhadap kasus ini semata-mata penegakan
hukum, bukan karena pertimbangan kepentingan politik atau
kepentingan sesaat”. Tujuan tuturan adalah untuk meyakinkan
masyarakat kepada kinerja KPK.

Menyindir

(18) : DT-09

Sumber Berita : SP, 15/01/15

Penutur : Bambang Widjojanto

Jabatan : Wakil Ketua KPK

Eksplikatur : “Kami yakin Presiden adalah orang yang

tunduk terhadap konstitusi, sehingga tidak akan
melantik orang yang sudah berstatus tersangka”
Konteks : KPK segera mengirim surat resmi ke Presiden
Joko Widodo terkait kasus kepemilikan
rekening mencurigakan BG sebagai tersangka.



Dilihat dari konteks di balik tuturan, Bambang Widjojanto
bermaksud menyindir Presiden dengan menyatakan “kami yakin
Presiden adalah orang yang tunduk terhadap konstitusi”. Efek yang
diharapkan adalah agar Presiden tidak melantik BG yang telah

berstatus tersangka karena kewenangan pelantikan Kapolri ada pada

presiden.
f. Mengkritik

(26) : DT-38

Sumber Berita : https://www.youtube.com/05/04/15/jam20:30

Penutur : Erry Riana H.

Jabatan : Mantan Komisioner KPK/Pendukung KPK

Eksplikatur ~: “Mestinya kan mereka berfikir apa sih
dampaknya, ada analisa resiko, ada assesment,
bagaimana ini dilakukan, mestinya ada
assesment seperti itu untuk institusi sebesar
Polri”

Konteks . Saat pimpinan KPK dan para aktivis

pendukung KPK menggelar konferensi pers

memprotes penangkapan BW yang dirasa tidak

mengedepankan etika dalam penegakan hukum.

Dilihat dari konteks di balik tuturan, penutur bermaksud
mengkritik tindakan penangkapan BW yang dilakukan Polri, yang di
anggap tidak mengedepankan etika dalam penegakan hukum. Efek

yang diharapkan dari tuturan adalah agar Polri mengoreksi kinerjanya.

g. Mengancam

(48) : DT-25

Sumber Berita : Suara Merdeka, 28/02/15

Penutur : Komjen Pol. Badrodin Haiti

Jabatan : Wakapolri

Eksplikatur  : “Kita kasih penjelasan, setelah itu kita akan

panggil lagi, kalau nggak datang, ya akan ada
perintah membawa”
Konteks . Saat rencana persiapan penangkapan BW.
Pernyataan (48) mengandung daya pragmatik mengancam,
daya pragmatik direalisasikan melalui tindak tutur representatif jenis

menyatakan. Dilihat dari konteks dibalik tuturan, penutur bermaksud


https://www.youtube.com/05/04/15/jam

mengancam BW, dapat dilihat pada kalimat “...kalau nggak datang,
ya akan ada perintah membawa”, dengan kalimat tersebut Polri

mengancam BG dengan tujuan agar menghadiri panggilan Polri.

h. Menantang

(32) :DT-19

Sumber Berita : SP, 21/01/15

Penutur : Bambang Widjojanto

Jabatan : Wakil Ketua KPK

Eksplikatur :  “Kami  mendengar sudah  diajukan

praperadilan, maka posisi KPK adalah
menghormati permohonan praperadilan, yang
pada saatnya akan disampaikan”.

Konteks : KPK menanggapi pikah Polri yang berupaya
membela BG dengan mengajukan gugatan
praperadilan kepada KPK.

Dilihat dari konteks di balik tuturan, penutur bermaksud
menantang gugatan yang dilayangkan oleh pihak Polri, seakan-akan
KPK sangat siap menghadapi gugatan praperadilan yang diajukan
dengan Kkalimat “..maka posisi KPK adalah menghormati
permohonan praperadilan, yang pada saatnya akan disampaikan”,
dari kalimat tersebut KPK tidak merasa keberatan atas gugatan

tersebut.

B. Efek Psikologis Pernyataan Pejabat KPK dan Polri

Efek Psikologis adalah pengaruh positif maupun negatif yang muncul
sebagai hasil dari adanya stimulus dan respon yang bekerja pada diri
seseorang, dimana pengaruh tersebut nampak dari perilaku individu. Efek
psikologis dari penelitian ini dapat dilihat dengan mengaitkan eksplikatur,

konteks, dan daya pragmatiknya.



1. Efek Psikologis yang Timbul dari Tuturan yang Mengandung Daya
Pragmatik dalam Pernyataan Pejabat KPK Vs Polri

a. Melawan
(@) :DT-05
Sumber berita : SP, 14/01/2015
Penutur : Abraham Samad
Jabatan : Ketua KPK

Eksplikatur  :“Yang terpenting, kami sampaikan resmi
kepada Presiden dan Kapolri hasil penyidikan
kami”.

Konteks : KPK akan segera menahan BG dengan bukti-
bukti yang sudah ada di tangan KPK.

Pernyataan DT-13 menimbulkan efek psikologis melawan,
penutur bermaksud melaporkan bahwa kasus BG akan segera
disampaikan kepada Presiden. Efek perlawanan diperlihatkan dari
pihak Polri yang sepertinya balas dendam dan mencari-cari kesalahan
KPK, atau melemahkan KPK.

b. Terpengaruh

(18) : DT-07

Sumber Berita : SP, 15/01/15

Penutur : Bambang Widjojanto

Jabatan - Wakil Ketua KPK

Eksplikatur  : “Seperti biasanya, untuk seseorang yang telah

ditetapkan sebagai tersangka, KPK akan
meminta agar tersangka tersebut tidak
dilantik”.

Konteks . KPK segera mengirimkan surat resmi ke
Presiden Joko Widodo terkait kasus rekening
gendut Komjen Pol. BG sebagai tersangka.

Pernyataan DT-07 menimbulkan  efek  psikologis

terpengaruh, dalam tuturan tersebut penutur bermaksud menyindir
Presiden agar tidak melantik BG karena telah berstatus tersangka.
Efek psikologis yang timbul diperlihatkan dari Presiden yang

menunda pelantikan Kapolri baru.



c. Introspeksi Diri

(31)

10

:DT-21

Sumber Berita : SP, 21/01/15

Penutur
Jabatan
Eksplikatur

Konteks

: Bambang Widjojanto

: Wakil Ketua KPK

: “Kasus BG, saksi-saksi yang dipanggil hari ini
(selasa) Alhamdulillah tidak datang semua dari
tiga orang yang dipanggil”.

. Tiga saksi kasus dugaan gratifikasi dengan
tersangka BG tidak memenuhi panggilan KPK.

Pernyataan DT-21 menimbulkan efek psikologis introspeksi
diri, dalam tuturan tersebut penutur bermaksud menyindir pihak Polri
yang menjadi saksi dalam kasus BG yang tidak meghadiri panggilan
KPK. Efek psikologis yang timbul diperlihatkan dari Wakapolri yang
mengoreksi tindakan yang dilakukan anggotanya dengan menegur
saksi-saksi yang mangkir saat ada panggilan dari KPK agar bertindak
koopertatif dan datang jika ada panggilan.

d. Amarah
(45)

:DT-44

Sumber Berita : http://www.youtube.com/05/04/15/jam20:30

Penutur
Jabatan
Eksplikatur

Konteks

: Komjen Pol. Badrodin Haiti

: Wakapolri

: “Kita punya peraturan Kabareskrim nomer 3
tahun 2014, disitu dijelaskan tentang SOP di
dalam rangka penyidikan tindak pidana, disitu
jelas didalam penangkapan seorang tersangka
itu didalam membawa dari lokasi penangkapan
sampai kantor Polisi harus diborgol, harus
diborgol!”

: Pernyataan Polri saat mendengar kabar bahwa
para pendukung KPK memprotes tindakan
penangkapan BW yang dilakukan Polri yang
dirasa tidak mengedepankan etika dalam
penegakan hukum.

Pernyataan DT-44 menimbulkan efek psikologis amarah,

penutur bermaksud membela anggota Polri yang melakukan tindakan

penangkapan BW vyang dilakukan dengan pemborgolan. Efek

psikologis amarah diperlihatkan dari pihak pendukung KPK yang


http://www.youtube.com/05/04/15/jam
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menggelar konferensi pers menyatakan tidak setuju dengan tindakan
yang dilakukan anggota Polri saat penangkapan BW, yang dianggap

tidak mengedepankan etika dalam penegakan hukum.

Simpulan

Berdasarkan uraian yang telah ditulis penulis di atas, bahwa penulis
melakukan penelitian tentang daya pragmatik dan efek psikologis pernyataan pejabat
KPK vs Polri. Dari 48 data yang mengandung daya pragmatik, ditemukan 8 jenis
daya pragmatik yang terkandung di dalam pernyataan pejabat KPK vs Polri. Daya
pragmatik direalisasikan melalui tindak tutur representatif, direktif, dan komisif. Dari
8 jenis daya pragmatik, yang dominan digunakan adalah daya pragmatik membela.
Efek psikologis yang timbul akibat pernyataan pejabat KPK vs Polri yang
mengandung daya pragmatik ditemukan ada 4 jenis. Dari 4 jenis efek psikologis

yang dominan timbul adalah efek psikologis ‘mlawan.
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